Menimbang

Mengingat

AS2\ [
hown U A e

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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' PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN-DABRAH ., "l . i .. .
BANK ‘PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS [ BUKOTA' JARARTA! PARS PERUSAHIARN,
MENJADT PERSEROAN TERBATAS;BANK PEMBANGUNAN DAERAH paerstt (D)
DAERAH KHUSUS I%pKOTA JAKARTA
CPT) .
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

[

a. bahwa bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
1. Tahun 1993 perlu disesuaikan dengan perkembangan
operasional perbankan dengan tetap berlandaskan
kepada ketentuan perundang-undangan yang be;laku;i

b. bahwa penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk lebih
dapat meningkatkan fungsi dan peranan se;}gllusaha—
usaha Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus' | Ibukota
Jakarta untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan
perekonomian Daerah; ‘i l

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di aths " perlu
mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dari Perusahaan . Daerah
menjadi Perseroan Terbatas dengan Peraturan Daerah’~

)

1. Undang-Undang Nomor {3 Tahun 1968 tentang Bank
sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang
Susunan Pemerintahan pDaerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun
1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430)%

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472) jo. Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); '

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun’ 1998
10 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah.




 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank
Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3503);

_ Peraturan Pemerintall Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank
Umum (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3655),

_ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747),

_ Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program
Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);

#f 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian  Bank
Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan;



Menetapkan

Dierait (PP )

Dengan persetujuan Dewan DPerwakilan Rakyat Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PERUBAIAN BENTUK NNUKUM PERUSAHAAN—DAERAH, BANK

PEMBANGUNAN DAERAIl DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARY P ERUSAHAA

MENJADI PERSEROAN TERBATAS ; BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH KIIUSUS IBUKOTA JAKARTA. (P7J

BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

¢. Gubernur Kepala Dacrah adalah Gubernur Kepala Daerah
Khusus ITbukota Jakartaj;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

¢. Perusahaan Dacrah Bank Pembangunan Daerah adalah
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

f. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut PT Bank DKI adalah Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus

Itbukota Jakarta;

g. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Bank DKI;
h. Direksi adalah Direksi PT Bank DKI;
i. Pegawai adalah pegawai PT Bank DKI;

j. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank DKI
berikut perubahan-perubahannya;

k. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnva disingkat
RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham lainnya PT Bank DKI.

BAB i1
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
Pasal 2

(1) Dengan Pcraturan Dacrah ini Perusahaan Daerah Bank
Pembangunan Daerah yang didirikan dengan Peraturan
Dacrah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1 Tahun
1993 tentang Bank Pembangunan Dacrah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, diubah bentuk hukumnya menjadi PT
Bank DKI.




(2) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud
» pada ayat (1) pasal ini, maka : e '

a. seluruh kekayaan, usaha-usaha Perusahaan, hak
dan kewajiban serta pegawai Perusahaan/wDaeIahﬁ

Bank Pembangunan Daerah;

b. Surat Menteri Keuangan Nomor BUM 9-2-42 ‘itanggal

11 April 1961 perihal izin usaha,

dialihkan kepada PT Bank DKI sesuai ketentuan yang

berlaku.

(3) Seluruh kekayaén PT Bank DKI sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) pasal ini merupakan kekayaan'zDaerah

yang dipisahkan.
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Pasal 3

Tujuan perubahan, hukum Bank Pembangunan Daerah dari

Perusahaan Daerah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah :

a. Meningkatkan fungsi dan peranan Bank untuk memperluas
jangkauan operasional Bank; |

b. Meningkatkan permodalan Bank  dengan memberikan
kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan
modalnya,

c. Meningkatkan daya saing Bank untuk  mengantisipasi
perkembangan ekonomi nasional maupun globalisasi,

d. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian
dan pemerataan pembangunan Daerah dan bertindak sebagai
penyimpan uang Daerah.

Pasal 4

é{} Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, PT Bank DKI me lakukan usaha-usaha perbankan dan
kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlak .
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MODAL DAN SAHAM

Pasal 5 t inima

Modal Dasar PT Bank DKI ditetapkan
’Rp700.000,000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah).

pari modal dasar sebagaimana dimaksud~-pada ayat (1)
pasal ini, modal disetor Rp =8 < 5
(seratus delapan puluh lima ?éliarib matus

lima belas ‘juta rupiah). Kf’ /ﬁXTZf“}f dbi@u@@o}OO
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(3) Perubahan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) pasal ini ditetapkan dengan RUPS.

(4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan
modal PT Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), (2), dan (3) pasal ini, diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Dasar.
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men pada ayat .
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atan dan B .
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a. semua ... aerah (Ap M Angpar
dalam Pasal 2 ayai \.,, ( 'BLD- >8aran
keuangan hasil Audit Akuntan 1ruv...
perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Balin

Pembangunan Dacrah menjadi PT Bank DKI;

gka memeﬁ{{h}

b. dalam bentluk saham-saham.

Pasal 7

(1) Semua saham yang diterbitkan PT Bank DXI adalah
saham atas nama.

(2) Periyertaan modal pada PT Bank DKI dimungkinkan dari
Pihak Ketiga dengan ketentuan mayoritas'’ pemilikan
saham tetap oleh Pcmerintah Daerah dan Pemerintah
Daerah mecmpunyai hak suara khusus dalam RUPS.
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BAB VI
RUPS
Pasal 8

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Bank DKJ

- aar
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——t
P R R X

yang telah ditetépk;n e

(2)RUPS terdiri atas RUPS Tg]

(3) RUPS diadakan sekur
. ang-ku
(4) RUPS Tahunan diadakan d

bulan setelah tahun buk
u.
(5) RUPS lainnya da

kebutuhan,
E%) EUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
€putusan RUPS diambj] berdasarkan atas musyawarah dan

mufakat dengan mem .
perhatika .
yang berlaku. 1 peraturan p crundang-undangan

(8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yan
_ g

pertama, dengan ber
pedoman d
Anggaran Rumah Tangga PT. Ban, %121 Anggaran Dasar dan

wman dan RUPS lainnya.
rangnya sekali dalam setahup.
alam wakty paling lambat 6 (enam)

pat diadakan sewaktu-wakty sesuai’ dengan




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAR T V?Z/

NDEWAN KOMISARIES

rasal 9 4@

Dewan FEKomisaris terdiri dari seorang Komisaris
Utama dan sebanyak-banyaknya empat orang
anggota Komisaris.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Komisaris,
minimal harus memenuhi syarat

a. bertagwa kcpada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berakhtagq dan moral yang baik;
c. memiliki keahlian dibidang perbankan.

pPada saat pendirian PT Bank DKI, Komisaris Utama
dijabat oleh Gubernur Kepala Dacrah secara eXx
officio.

Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah dalam
menjalankan tugasnya seccara berkala berkewaj ban
melaporkan kegiatan wusaha PT Bank DKI kepada
Gubernir Kepala Daerah, daF—untuk—hal=-hal—=ang

PrE R W-IE oY Gubeoecouur raonala Deacrakh toarlabih dabulu
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Tata cara pengangkatan dan pcmberhentian, szrta
masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris
diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB  wiT [X
PENGGUNAAN LABA
pPasal 3o #

Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS akan
dibagikan untuk pemegang saham (dividen), cadangan
umum, cadangan tujuan, dan jasa produksi serta dana

kesejahteraan.

LLaba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah
seluruhnya disetorkan ke Kantor Kas pDaerah Deerah
Khusus Ibukota Jakarta.

BAR X X

KEPEGAWAT AN

rasal yr j4

Pegawii Perusahaan Dacrah Bank Pembangunan Daerah
yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2), tetap mempunya kedudukan yang sama

sebagai pegawail sampai dengan dilaksanakan RUPS
pertama kali PT Bank DKI.

Pengaturan lebih Tlanjut nasil RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) pasal ini, serta ketentuan
kepegawaian lainnya ditetap<an oleh Direksi dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan Yyang3
bertaku.




BAB.X X|
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 127 i3

(1) PT. Bank DKI bubar karena :

a. Keputusan RUPS;
b. Jangka waktu pendiriannya yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar telah beraklir;

c. Penetapan Pengadilan. _
(2) Pembubaran dan likuidasi PT. Bank DKI secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.
(3)Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Bank DKI Jakarta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan didalam akta

pendirian.

V1) renggavunpgan aitdu pelepuran atau pengamoilalihan PT
Bank DKT ditetapkan sesuai dengan ketentyan yang
berlaku dengan memperhatikan

a. kepentingan perseroan dan para pemegang saham
baik mayoritas maupun minoritas; ' et i y
. [ A T A
b. kepentingan masyarakat. .

(2) Dalam pelaksanaan penggabungan atau peleburan atau
pengambilalihan PT Bank DKI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan RUPS

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

nan  xH Xl ‘
PENGAWASAN
Pasal )Aflg

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan
mengelola PT Bank DKI dilakukan oleh Dewan Komisaris
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A x1r XW
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal }é/hé

(1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah
Bank Pembangunan Daerah menjadi PT Bank DKI1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (J), maka
Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank

Pembangunan Daerah masih tetap menjalank?n tugas

dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta

Pendirian PT Bank DKI oleh pejabat yang berwenang.




(2) Tindakan hukum Direksi PT Bank DKI dalam pendirian
sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap
menjadi kegiatan Direksi PT Bank DKI setelah
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB x#v XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal }6’[?

Pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian PT Bank DKI
diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal;H’/&

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
/!iada tanggal 1 Februari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART IBUKOTA JAKARTA,
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor 584,31 - 237

tanggal 23 Maret 1999

DISAHKAN

Keputusln Menteri Dalam Negerj
Republik Indonesia
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Khusus Ibukota JTakarta Nomor 2
Tahunl999 Seri D Nomor 2
tanggal 30 Maret 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,

0
0044314,




ENJLLASAN
ATAS
PERATURAN DATRAI DATRAII KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MOMOR 1 TAHUID 1999

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM -—=

BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAFERAHN KHUSUS IBUROTA JAKARTA DARI™ PERU (A AA7N

MENJAD! PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH KHUSUS I UKOTA JAKARTA

(PT)
PENJELASAN UMUM

Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 6 Tahun 1978 scbagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 1
Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (Lembaran Daerah Nomor 25 Tahun 1993 Seri D Nomor 22

tanggal 29 April 1993).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah
memberikan peluang bagi Bank Pemhangunan Daerah untuk menguba

bentuk hukuym dari Pe:us haan Dae"ah menjadi crselo n Teghatas.
W 9 [ﬂzﬂay fUQD
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Perubahan bentuk hukum ini dlma}sudkan untuk membantu dan
menunjang pembangunan dan pere<onomian Daerah dengan lebih
memberdavakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha
tersebut mandiri dan profesional ldalam pengelolaannya, sehingga
dapat memberikan kontribusi yang optimal Kkepada Pemerintah DKI

Jakarta dalam meningkatkan pendapatan Daerah.

Dengan perubahan Dbentuk hukum Perusahaan Daerah Bank
Pembangunan Daerah menjadi Perservan Terbatas diharapkan

a. dengan dukungan kualitas sumber daya manusia vang profesional
dan status kelembagaan yvang fleksibel sehingga lebih
memberdavakan dan dapal mengantisipasi persaingan perbankan
secara global yang membutuhkan teknologi yang handal serta
mengembangkan usaha dibidang perbankan:

b. mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat
sejajar dengan bank-bank lain khususnya di bidang permodalan
dengan mengikutsertakan masyvarakat/swasta;

c. mempunvai keluwesan gerak operasional dalam bisnis perbankan,
kecepatan pengambilan Kkeputvsan untuk menuju ke bank yang
sehat. dinamis, dan profesionsl:

d. mavoritas pemilikan saham tetcp berada pada Pemerintah Daerah
dengan hak suara khusus dan atau hak-hak lain yang harus
dimiliki pemegang saham biasa:

D&CAAH(Ry
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e. kemampuan managemen PT Bank DKI dapat dipertanggupgjawabkan
secara profesional terutama kemampuan mengantisipasi penurun-
an dana Pemerintah Daerah.

Dengan demikian keberadaan PT Bank DKI secbagai bank umum
dan sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah perﬁiﬂ _terus
dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan Daerahve /’

1T. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s.d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ¢+ PT Bank DKI sebagai penyvimpan - uang
Daerah menerima simpanan tersebut
dalam bentuk Giro dan tidak
melakukan tugas sebagai Kas Daerah.

Pasal 4 s.d 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 avat (1) : Cukup jelas.
" avat (2) : Yang dimaksud dengan hak suara

kliusus dalam ayat ini adalah hak
Pemerintah Daerah untuk menentukan,
menetapkan dan mengangkat anggota
Direksi dan Dewan Komisaris.

avat (3)¢-& (SJ : Cukup jelas.

pasal 8 .d /0 ¢ Cukup jelas.

Pa-sa- Y ~xra {13 PCRUNTA | (34
S T a o T - (e

Tt

kL Jelas,

avat (1)
prinsip dalam ayat ara lain
perubahan osisi kepemilikan

avat (35) —Cukup jelas

//

Pasal J& ayat (1) ¢ Yang dimaksud dengan

- (‘adangan Umum adalah dana yang
dibentuk untuk mengatasi kemung-
kKinan kerugian yang akan terjadi;

- Cadangan Tujuan adalah cadangan
yang digunakan untuk tujuan-
tujuan yvang telah ditentukan
perusahaan;

- Nana Kesejahteraan adalah dana
vang digunakan untuk meningkatkan
kesejnhteraan Direksi, pegawai.
dan peusiunan:

- Ta=a Produksi adalah uang yang
diberikan kepada Dewan Pengawas,
Diteksi, dan pegawai serta
Sekretariat Dewan Pengawas atas
prestasi yang dicapai.

S - “Sepanjang PT. Bank DKI masih berfungsi sebagai salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah, penyimpan uang Daerah dan atau
pemegang kas Daerah, maka pembinaan umumnya masih tetap
berada dibawah Menteri Dalam Negeri”.

A




avat (2)
e
Pasal M7 ayvat (1)
ayat (2)
/3 /

Pasal )ZV:.d

A

Cakvp jelas.

Cukup jelas.

Peraturan perundang-undangan yang

berlaku antara
Teraga Kerja.

Cubup jelas.

lain

Undang-Undang
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